
BUPATT KENDAL, 
a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan 

penyederhanaan birokrasi yang optimal di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sehinggi, dapat 
mewujudkan tarn kelola pemerintahan yang efektif dan 
efisien guna menmgkatkan kinerja pernermtahan dan 
pelayanan publik sesuai Peraruran Menteri Pendayagunaau 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 
202 l tcntang Penyederhanoan Struktur Organisaei pada 
lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. maka 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisast, Tugas da.n Fungsi, serta 
Tata. Kerja Pada Dinas Kcpcndudukan da.n Pencatatan Sipil 
Kabupatcn Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupau Nomor JO I 'l'ahun 2020 
terueng Perubahan Kcdua Atas Perat uren Bupati Kendal 
Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas den Fungs], serta Tata Kerja pada Dlnas 
Kependudukan dan Pencateten Sipil Kabupaten Kendal 
sudah tidak sesuai dengan Kond.isi sekarang, sehingga perlu 
dicabut dan diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam hurut a, make perlu menctapkan Peraturan Bupati 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Kendal; 

I. Undang-Undang Nomor 13 'l'ahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dcngan 
Undang-Undaog Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
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Daerah Tingkal II Batang dengan mengubah Vndang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Oaerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 'J'cngah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
52, Tamba.han Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
2757); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparauir Sipil 
Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara 
Rcpublik Indoneaia Nomor 5587) sebagalmana telah diubah 
bcbcrapa kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tcncang Cipta Kerja (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12, 13, 14, dan 15 dari hal Pernbentukan Daerah-daerah 
J<abupaten di Jawa Timur{Tengah{Barat dan Daerah 
lstimewa Yogyakarta; 

5. Peraturan Pemcrintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
pcrluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembo.ran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambaho.n Lernbaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 
4079); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
PerangkaL Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun '2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noencr 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nornor 72. Tahun 2019 ten Lang 
Perubahan Atas Peraruran Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tencang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republjk 
Indonesia Tahun 2019 Nomor l87, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) scbagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 J 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(l.embaran Negara Republik l ndonesia Tahun 2020 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 
6477); 

8. Peraturan Mentcri Pendayagunaan Apararur Negara clan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tcntang 

0 
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BAB I 

KJ:7rENTUAN UMUM 
Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelcnggara Pemcrinta.han Daerah yang mempimpin 
pelaksanaan urusan pcrnerlncahan yang menjadi 
kcwertangan ctaerah otonom. 

3. Bupa Li adalah Bupati Kendal. 
4. Sel<retaris oaerah adalah Sckrcwrits Dacreh Kabwpaten 

Kendal. 
S. Peraturan Daerah adalah Peraturan Dacrah Kabupatcn 

Kendal. 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUN1\N 
ORGAN I SAS!, TUOAS DAN PUNOSI, SERTA TATA KERJA PADA 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SlPIL 
KABUPATEN KENDAL. 

MEMUTUSKAN : 

Penyetaraan Jabatan Adrniniscrasi ke dalarn Jabatan 
Fungsional (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor525); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2021 tcotang Penyederhaan Struktur Organisasi Pada 
lns~ansi Pernerintah Untuk Penycderhanaan Birokrasi 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

JO. Pcraturan Daeran Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemcrintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pcmerintahen Daerah Kabupaten Kendal [Lernberan daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri e; No. 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabt1pa1~n Kendal Nomor 157); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah 
Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupatcn Kendal 
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. I. Tambahan Lernbaran 
Daerah l<abupatcn Kendal Nornor 159) sebagairnana Lelah 
diubah bcberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupatcn Kendal Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkm 
Daerah Kabupatcn Kendal [l.embaran Daerah Kabupacen 
J{endal Tahun 2021 Nomor 3. Tarnbahan Lcrnbaran Daerab 
Kabupatcn Kendal Nomor 219); 



dan a. perumusan kcbjjakan di bidang kepcndudukan 
pcncatatan sipil; 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam 
Pasal 3, Dinas mernpunyai rungsi ; 

Bagian Ketiga 
Fl.lngsi 

Pasal 4 

Bagian Kedua 
Tugas 
Pasal 3 

Dinas mernpunyai tugas membantu Bupati meleksanakan 
urusan pernerintahan bidang Kepcndudukan dan Pencatatan 
Sipil yang menjacli kewenangan dan tugas pembantuan yang 
diberikan kepada Daerab. 

{l) Oinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahnn 
di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 
yang mcnjadi kewenangan Daerah. 

(2) Dinas dipimpin Kepala Dinas oleh Kepala Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan berlanggung jawab kepada 
Bupatl melalut Sekrctaris Daerah. 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUOAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedlldttkan 

Pasal 2 

6. Dinas Kepcndudukan dan Pcncatatan Sipil yang 
selaniumya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. 

7. Kepala Dinaa adalah Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. 

8, Unit Petaksana 1'eknis Daerah yang selanjutnya disingkat 
UP'fD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan 
teknis operasional danratau kegiatan teknis penuniang 
tertentu pada Dinas atau Badan Daerah 

9. Jabatan Fungsional adalah kcdudukan yang mcnunjukan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai 
negeri sipil dalam suatu saruan organisasi yang dalam 
pelaksanaan lUgl\snya didasarkan pada keahlian dan/ atau 
keterampilan untuk mencapai tu Juan organlsaai. 

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan 
fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam 
jenjang jnbatan fungsional yang terbagi daJam bcrbagai 
kelompok scsuai keahliannya. 
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BABIV 
RtNCIAN TUGAS 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal 6 
Untuk melaksanakan tugas dan Iungsi sebagairnana dirnaksud 
dalam Pasal 3 dan Pasal q, Kepala Dinas sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (I) huruf a mempunyai rincian 
tugas: 
a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program 

kegtatan Dinas berdasarkan peraturan pcr-undang 
undangao dan hasil cvaluasi kegiatan tahun sebelurnnya 
sebagai pedoman. pelaksanaan tugas; 

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 
h. l<elompok Jabatao Fungsional. 

(2t Bagan Organisasi Dinas sebagairnana terca ntu m dalam 
Larnpiran yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Adminietrasi 

BAB lil 
SUSlJNAN ORCANISASI 

Pasal5 
11) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 
d. Bidang Pelayenan Pencatatan Sipil; 
e. Bidang Pengelolaan tnformasi 

Kependudukan; 
f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

b pengorganisasian dan pelaksanaaan kebijakan dibidang 
kepedudukan dan pencatatan sipil; 

c. pernbinaan. pengawasan, dan pengendsnan kebijakan 
kepedudukan dan pencatatan sipil; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kepedudukan 
dan pencatatan srpil: 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
kepedudukan dan pencatatan slpil; 

r. pclaksanaan administrasi dinas di bidang kepedudukan 
dan pcncatatan sipH; 

g. pelaksanaan fungsi lain yang dibertkan oleh Bupati di 
bidang kcpedud.ukan dan pencatat.en aipil: 

s 
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rranaparanei; 

b. membagi rugas bawanan sesuai dengan jabatan dan 
kcmpetcnsinya serta roemberikan arahan baik secara lisan 
maupun teeunie guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. menyelenggarakan koordinasi dan kcnsultasi dcngan 
instansi terkait baik vertikal mnupun horizontal guna 
sinkronisasi dan harmonisasi petaksanaan tugas; 

d, mc::rumu:;kan kebijakan teknis urusan pernerirttah.an 
bidang administrasi kcpendudukan dan pencatatan sipil di 
Dacrah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai 
pedoman pclaksanaan tugas: 

e. rnenelaah dan mengkaji pcraturan perundang-undangan di 
bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bahan 
perumusan kebijakan teknis serta pedornan pelaksanaan 
tugas; 

f. menyelenggaraknn pembinaan, pembirnbmgan, supervisi, 
pengawasan dan pengcndalian kegiatan di bidang 
adrninistrasi Kependudukan dan Pencatata 11 S1pi1 sesuai 
peraruran perundang-undangan agar kinerja Dinas 
rnencapai target yang telah ditetapkan; 

g. menyelenggarakan pelayanen prime, fasilitasi, dan inovasi 
di bidang kependudukan clan pencaratan sipil sesuai 
dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan guna 
peningkatan kualitas kerja: 

h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam 
pcnyelenggaraan kcgiatan di bidang kependudukan dan 
pencatatan sipil agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

,. rnenyelenggarakan kegiatan di bidang kependudukan dan 
pencatatan aipil sesuai program dan kebijakan yang telah 
ditetapkan; 

j. mcngoc)rdinasikao dan mcmfaailitaai penyelenggaraan 
sistern pertukaran infonnasi dengan instansi Pcmerintah, 
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupatcn/Kota yang 
menangani bldang kependudukan dan pencatatan sipil 
scsuai peraturan perundang-undangan; 

k. rncnerbitkan dan menandatangani surat-surat tcrkait 
kependudukan dan pancatatan sipil scsuai peraruran 
perunda ng .. undangan; 

I. memfasilitasi pelayanan pengaduan di bidang 
kependudukan dan pencatatan sipil dan merumuskan 
upaya pernecehan masalah terhadap pengaduan yang 
diajuksn pemohon; 

m. mengelola dan mcngcmbangkan sistem mrormast 
administrasi kependudukan; 

n. rnengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang relah disusun 
untuk bahan Iapcran kepada Bupati dan kebijakan tindak 
lanjut; 

o. mclaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisart 
maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan 

6 
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Bagian Kedua 
Sckrctariat 

Pasal 7 
( l) sekrctanat Dinas dipimpin oleh scorang sekretans yang 

bcrkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kc:pala Dinas. 

(2) Sekretariat sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) 
mempunyai rugas melaksanakan sebagjan tugas Kepala 
Dinas dalam pcrurnusan kebijakan relents, 
pcngoordinasian, pembinaan, pcngawasan, pengendalian, 
penge1olaan dan tasilitasi kegiatan di bidang perencanaan. 
umum, kepegawaian, dan keuangan, 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Sekretariat mempunyai rungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan; 
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan 

kesekretariatao: 
c. pembinaan, pengawasan, dan pengendaJian kegiatan 

kesekretariatan: 
d. pengelolaan dan Iasilitasi kegsaran kesekretariatan; 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan 

kesekretariatan; dan 
I. pelaksanaan Iungsi lain yang diberikan oleh Kepa!a 

Dinas. 
(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana. 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3j, Sekretaris Dinas 
mempunyai rincian tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekrctariat 

berdasarkan pcraturan perundang-undangan dan hasil 
cvaluasi kegiatan tahun scbclumnya sebagal pedornan 
pelaksanaan tugas: 

b. menjabarkan perintah pirnpinan metelui pengkajian 
permesalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien: 

c. mcmbagi rugas bawahan scsuai dengan [abatan dan 
kompetensinya serta mcrnbcrikan arahan baik secara 

p. mengevaluasi da.n menilai prestasi kerja bswahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku kcrja 
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan kerir, 
pembcrian penghargaan dan sanksi: 

q. rnenyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan 
batk lisan maupun tertuhs berdasarkan kajian agar 
kegiatan berjalan tancar serta unruk menghindari 
penyimpangan; dan 

r . melaksanakan tugas kedinasan laln dari pimpinan scsuai 
dengan tugas dan fungsi Dinas. 

7 



lisan maupun terrulis guna kclancaran pelaksanaan 
tugas: 

d. melaksanakan koordinasi clan konsultasi dengan 
instansi terkait balk vertikal maupun horizontal unruk 
rnendapatkan informasi, masukan, serla dalam rangka 
sin kronlsasi clan harmorusasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan meng,kaji pcraturan perundang- 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebo.gai bahan atau 
pedcman unruk melaksanakan kcglatan, 

r. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan 
naskan dinas ya,1g berkaitan dcngan kcgiatan 
perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem tnformasi, 
keuangan, adrninistrasi umurn, kepegawaiart dan fungsi 
lain yang diberikan oleh Kepa1a Dinas; 

g. mengoordinasikan dan menylapkan konsep Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen pelaksanaen 
Anggaran (DPA) serta pcru bahan anggaran sesuai 
keternuan dan plafon anggeran yang ditetapkan; 

h. mcngoordinaslkan dan menyiapkan konsep Rencana 
Pembangunan .Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 
Rencana Stralcgis (Rcnsrra}, Rencana Kerja tRcnja), 
Indikator Kinerja Utama (!KU), Perjanjian Kinerja (PK) 
dan jenis dokumen pcrcncanaan lainnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

1. mengoordinasikan dan mcnyiapkan konsep Laporan 
Keterangao Pertanggur,gjawaban Bupati (LKPJ), 
Laporen Kinerja lnstansi Pemeri:ntah (l,.Kj rP), Evaluasi 
Killerja Pembangunan Daerah (EKPD). Si seem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian 
Operasional Kegiatan {POI() clan jcnis pelaporan lainnya 
scsuai dengan ketcntuan yang berlaku; 

J· mengelola ststem lnforrnasi dan data Dinas SC$Ua1 
dengan ketcrrruan yang berteku agar diperoleh 
efektivitas dan eusiensi pelaksanaan kegiatan; 

k. menyelenggarakan pelayanan adrnlnistrasl umurn, 
kepegawaian, keuangan, ketatalakeanaan, kehumasan, 
protokoler, perpustakaan, kearetpan. dokumentesr, 
pertengkaparr/perbekalan, pcngamanan kantor. 
kcbcrsthan dan pertama.nan, pengelolaan aset tetap dan 
aset tidak tetap, serta fasilitasl kegiatan rapat dan 
penerimaan kunjungan tamu Oinas; 

1. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan 
barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dcngan 
peraturan perundang-undangan: 

m. mengoordinaaikan dan rnemfasilitasi penyusunan 
Standar Operasional Proscdur (SOP), analisis jabatan, 
analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, 
survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta 
pengueulan fonuasi keburuhan pegawai Dmas: 

8 



6 

Paragraf 1 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 9 
( l) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpm oleh seorang 

Kepala Subbagian yang berkcdudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagairnana 
dirnaksud pada ayaL ( 1). mcmpunyai tugas rnelaksanakan 
sebagian rugas Sckrctaris dalam penyiapao bahan 
perumusan kebijakan reknis, pengoordinasian, pembinaan, 

Pasal 8 
(1) Susunan Organisasi Sek.retariaL sebagaimana dimaksud 

pasat 5 ayat { l) nurur b, terdiri atas : 
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Subbagian Keuangan; 
c. Sub Kooedicator perencanaan. 

(2) Subbagian sebagairnana dimaksud pada ayat (!) hurur a 
b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawa b kepada Sekretaris; 

t3) Sub Koordinator Perencanaan sebagairnana dimaksud 
pads ayat {I) hurur c ierdiri atas kclompok jabatan 
fungsional yang bertanggungjawab kcpada Kepala Sadan 
rnclalui Sekretaris; 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (11 
huruf c mempunyai tu.gas sebagairnana tercanturn dalam 
Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terptsahkan 
dari Peraturan Bupati ini, 

n, melaksanekan pcmbirtaan, pcngawasan, dan 
pcngendauan Iungsi-Iungsi manajcmen adrninistrasi 
perkantoran agar tcrwujud petayanan prirna, 

o. rnelaksanakan pemanta'uan dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan Sekrerariat dengan cara mengukur pcncapaian 
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan 
dan kebijakan tindak lanjut; 

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasarari kerja pegawai dan perilaku kerja 
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, 
pembcrian penghargaan dan sanksi; 

q. mcnyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
plrnpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi 
peleksanean kegiatan; 

r. mcnyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinArt baik lisan maupun tertufis berdesarkan 
kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar serta 
unruk menghindari penyimpangan: dan 

s. mclaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan rugas da.n fungsi unit kerjanya. 

9 



pengawasan, pengendalian, pengelotaan dan fasilitasi 
kegiatan di bidang admintstrast umum, ketatalaksanaan, 
kehumasan. perpustakaan, keereipao, dokumentasi, 
perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, Iasilitasi 
kegiatan analisis jabatan dan budaya kerja. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada 
ayat ( l), KcpaJa Subbagian Umum dan Kepegawaian 
mempunyai rincian tugas : 
a. menyusun rencana clan program kegiatan Subbagian 

Urnum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hasu evaluasi kegiatan iahun 
sebelumnya scbagai pedoman pelaksanaan tugas: 

b. menjabarkan pcrintah pimpinan rnelalui pcngkajian 
pcrmasa.lahaa dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan cfekLif dan efisien: 

c. mernbagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompctensinya serta membcrikan arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
rugss: 

d. melaksanakan koordinasi dan konsuttaai dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horisontal untuk 
mendapatkan inforrnasi, rnasukan, scrta daJam rangka 
slnkrcnisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menclaah dan mengkaji peraruran perundang 
undangan sesuai Jingkup tugasnya sebaga: bahan aiau 
pedoman untuk melaksanakan kcgiatan: 

f. menyiapkan bahan pcnyusunan perunjuk tckrtia, 
petunjuk pclaksanaan, dan naskah dines scsuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan kcgiatan; 

g. melaksanakan layanan kegiaten surat rnenyurer, 
perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, 
dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta 
pengclolaan aset tecap dan asct tidak tctap; 

n. mcmfasilitasi penyusunan analisls jabatan, anali=>is 
beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey 
kcpuasan masyarakat, standar pelayanan sorta 
pcngusulan forrnasi kebutuhan pegawai Dinas scsual 
dengan peraturan perundang-undangan; 

1. merencanakan, mernproses dan rnclaporkan pengadaan 
barang dan jasa untuk kcpcrluan Dinas serta 
mcngusulkan penghapusan aser tctap, aset tidak 
berwujud dan barang persediaan sesuai denga n 
peraturan perundang-undangan; 

J, melaksanakan koordinasi dcngan unit kcrja yang 
melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) oaeran dalam 
rangka pcngadaan barang dan jasa Dinas sesuai denga.n 
peraturan perundang-undangan: 

k. metaksanakan penatausahaan, invernarisasi, dan 
pelaporan aset semcsteran dan tahunan untuk ter tib 

6 

10 



c 

Paragraf ·2 
Su bbagian Keuangan 

Pasal 10 
(l) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris. 

(2) Kcpala Subbagian Kcuangan sebagalmana dirnaksud pada 
ayaL (1) mempunyai tuga$ mcl-aksanakan eebagian tugas 

administrasi serta rnelakukan pengewaaan, 
pcngendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak 
tetap agar dapac digunakan optimal; 

l. rnenytapkan bahan clan menyusun laporan bidang 
kepegawaian secara rutin dan berkala serta mernelihara 
file/ dokumen kepcgawaian seluruh pegawai Dinas gun a 
terciptanya tertib administrasi kepegawaian; 

m. rnenyiapkan bahan dan memproses uaulan kenaikan 
pangkat, mutasl, gaji bcrkala, pembe.rhencian/pensiun. 
pcmbuatan kartu suaml/isteri, tabungan asuransi 
pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan 
pclatihan (cliklat)/bimbingan teknis [bimtelq, dan 
urusan kepegawaian lainnya; 

n. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan 
sarana, akornodasl, dan protokoler dalarn kegiatan 
rapat-ra.pat maupun penerimaan kunjungan tarnu 
Dines; 

o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, 
kebcr-sihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan 
kantor yang tertib, bersih, arnan dan nyarnan: 

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standnr 
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Umum 
dan Kepegawaian; 

q. melaksanakan pcman tauan clan evaluasi kegiatan 
Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan earn 
mengukur pencapaian program kcrja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut: 

r. mengevaluasi dan menllai preeraei kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kcrja pegawai dan perilaku kerja 
sesuai keteruuan dalarn rangka peningkatan karir, 
pcrnberian penghargaan dan sanksi; 

s. mcnyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan rranaparansl 
pelaksanaan kegiatan: 

t. mertyampaikan saran dan pertirnbangan kcpada 
pimpinan baik lisan maupun tertuhs berdasarkan 
kajien agar kegiatan berjalan lancsr serta unruk 
menghindari penyirnpangan: dan 

u. melaksanakan tugae kcdinasan lain darl pimpinan 
sesuai dengan tugas dan Iungsi unit kerjanya. 

II 
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Sekretarls dalam penyiapan bahe n perumusan kebijakan 
teknis. pengoordinasian, pembinaan, pcngawasau, 
pengenda1ian, pengdolaan, fasilitasi, evaluasl, dan 
pelaporan kegiatan di bidang administrasi keuangan, 

(3) Uncuk melaksanekan rugas scbagairnana. dlmaksud pada 
ayat (l), Kepala Subbagian Keuangan mcmpunyai rincian 
tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Su bbagian 

Keuangan ber:dasarkan peraruran perundang 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan t.ahun 
sebclumnya sebagal pedoman pelakaanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan rnelalui pengkajian 
permasatahan dan peraruran pcnmdang-undangan 
agar petaksanaan tugas berjalan cfektif dan cfisien: 

c. membagi tugas bawahan scsual dengan jabatun dan 
kompetenslnya scrta memberikan arahan balk secant 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansl terkait baik vertikal maupun horizonlAl untuk 
mendapatkan informasi, masukan, scrta dalam rangka 
sinkronisasl dan harrnonisasi pclaksa.naan tugas: 

e. mcnelaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau 
pedornan untuk mclaksanakan kegiatan: 

f. mcnyia.pkan bahan penyusunan pclunjuk tcknis, 
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 
1ingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

B· rnenyiapkan bahan clan sarans administrasl keuengan 
dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, 
pernbukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban 
keuangan: 

h. menghimpun dan mernproses usulan pencairan 
anggaran baik di lingkungan sekretarier, Bidang, dan 
U PTO scsuai dengan prosedur dan kctcntuan yang 
berlaku: 

1. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses 
adrninistrasi keuangan rnelalui aplikasi sistern 
informasi unruk pengelolaan keuangan daerah sesuai 
dengan peraruran perundang-undangan; 

j. rnenyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan 
bimbingan di bidang keuangan kcpada pejabat 
pengelola keuangan dan bendahara di iini;lrungan 
Dinas; 

k. rnetaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan 
anggaran dengan cara mernbandlngkan laporan 
pcrkcrnbangan reatisasi belanja dengen rencana 
pernbiayaan yang dltetapkan sebelumnya: 
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Bagian Kctiga 
Bidang Pclayanan Pendaftaran Penduduk 

Pasal 1 I 
( l) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk diplmpln oleh 

Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Pclayanan Pendaftaran Pcnduduk 
scbagaimana dimaksud pada ayat [I), mernpunyai tugas 
melaksanakan sebagian rugas Kepala Dinas dalam 
perumusan kebijakan teknis, pengoordlnasian, pembinaan, 
pengawasan, pcngendalian, pengclolaan, fasititasi, evaluast. 
dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan peudaftaran 
penduduk. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayar (2), Bida.ng: Pelayanan Pendaftaran Pcnduduk 
mernpunyai fungsi : 
a. pcrurnuaan kebijakan tek.nis pelayanan pcndal'raran 

penduduk: 

n. menyiapkan bahan dan menyusun rnateri tindak lanjut 
hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraruran 
perundang-undangan; 

a. rnenyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 
Operasionat Proscdur (SOP) kegiatan Subbagian 
Kcuangan; 

p, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan 
Subbagian Kcuaugan dengan cara mengukur 
pcncapaian program kerja yang telah disusun untuk 
bahan laporan dan kebijakan Lindak lanjut; 

q. mengevaluasi dan menilai prcstasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku kerja 
seaual ketcntuan dalam rangka peningkaran karir. 
pemberian penghargaan dan sanksi: 

r. mcnyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pirnpinan sebagai wujud akuntabilitas dan rransparansi 
pclaksanaan kegiatan: 

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan bajk lisan maupun tcrtulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serra unruk 
menghindari penyimpangan; dan 

t. ruelaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuat dengan tugas clan Iungsi unlt kerjanya, 

I. melaksanakan verifikasi ierhadap berkas f dokumen 
pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan 
guoa rnenghindari kesaJahan serta memberikan kcrekai 
penyernpurnaan, 

m. menyiapkan bahan dan menyusun Iapcran 
pertanggungiawaban keuangan Dinas serta jenis 
pelaporan keuangan Iainnya; 
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b. penyu.sunan perencanaan pelayanan pendaftaran 
penduduk; 

c. pcngoordinasian, pembinaan dan petekaanaen kegiatan 
pelayanan pendaftaran penduduk; 

d. pembinaan, pengawaaan, dao pengcndalien kegiatan 
pclayanan pendaftaren penduduk: 

e. pengelolaan dan fasil.itasi kegiatan pelayanan 
pendaftaran penduduk; 

f. pctaksanaan pelayanan. penerbitan dan 
pendokurnentasian basil pelayanan pendaftaran 
penduduk; 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan 
pelayanan pendaftaran pcndudul<; dan 

h. pelaksanaan fuogsi lain yang diberikan olch Kepala 
Dinas di bidang pelayanan pendaftamn pcnduduk. 

{1) Uncuk rnelaksanakan tugas dan Iungsi sebagairnana 
dimaksud pada ayai (2) dan ayat (3), Kcpala Sidang 
Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai rmcian 
rugas : 
a. mcnyusun rencana dan program kegiatan Bidang 

Pe1ayanan Pendaftaran Penduduk bcrdasarkan 
pcraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi 
kegiatan tahun sebelurnnya sebagai pedoman 
pclaksanasn rugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkejian 
permasaiahru, dan peraruran perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efcktif dan eflsren: 

c. rncmbagi tugas bawahan sesuai dengan [abatan dan 
kompetenslnya serta rnernberikan arahan baik secara 
lisan maupll.n tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tu gas-; 

d. rnelaksanakan koordinasi dan kousuhasi dengan 
in.::;;c.a.nsi terkait baik vert.ikal maupun horizontal untuk 
mendapatkan inforrnasi, masukan, ecrta dalam rangka 
sinkronisasi dan harmorusasl pelaksanaan tugas: 

c. mcnelaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesuai lingkup tugaanya sebagai bahan atau 
pedornan untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menylapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dao 
naskah dinas yang berkaitan dengan kcgiata n di 
bidang identitas penduduk dan pindah datang 
penduduk: 

g. melaksanakan pernbinaan umum dan tcknis di bidang 
petayanan pcndaftaran penduduk; 

h. menyelenggo.rnkan pelayanan Pendaftaran Penduduk, 
penerbitan dokumen pendaftaran pendttdu.k dan 
pc::ndokumenta.sian hasil pelayanan penctaftaraan 
penduduk yang meliputi perekaman penduduk, biodata 



6 

( !) susunan Organisasi Bidang Pc!ayanan Pcndaltaran 
Penduduk sebagaimana dimaksud pasal 5 a yet (J J huruf 
c, terdiri atas kelompok jabatan Iungsionat yang 1erbag1 
alas dua sub koordinator. 

(2) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (!), 
tcrdiri aras : 
a. Sub Koordinator ldcntitas Penduduk; 
b, Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan 

Pcnduduk; 
(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kcpala 
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dan huruf b mempunyai tugas scbagairnana 
tercarrtttm dalam Larnpiran 11 yang merupakan bagian 
tidak tcrpisahkan dari Peraruran Bupati ini. 

Pasal 12 

penduduk, Nomor Jnduk Kependudukan {NIK). Karro 
Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik 
(KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), serta surat 
keterangan kepcndudukan lainnya; 

i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 
Operasional Prosedur (SOP) kcgiau,.n Bidang Pelayanan 
Pendoftaran Penduduk; 

J. melaksanakan pernantauan dan evaluasi petaksanaan 
kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 
dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang 
tclah disuaun untuk bahnn laporan den kebij~ k.an 
tindak lanjut; 

k. mengevaluasi dan mcnilai prestas! kcrja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan pcrilaku kcrja 
sesuai ketentuan dalam rangka perungkatan karir, 
pernberian pen_ghargaan dan sanksi; 

l. menyusun !aporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujucl akuntabilitas don 
rransparansi pela ksanaan kegiatan; 

m. menyampaikan saran dan pertirnbangan kcpada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; clan 

n . rnelaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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Bagian Keernpat 
Bidang Pclayanan Pencatatan SipiJ 

Pasal 13 
(]) Bidang Pclayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Ke pain 

Bidang yang berkedudukan di bawah dan bcrtanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Kcpala Bidang Pelayanan Pencaratan Sipil scbagaimana 
dimaksud pada a.yet (I). mernpunyai tu gas melaksanakan 
sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan 
relents, pengootdinasian, pcm binaun I pcngawa sarr, 
pengendalian, pengelolaan, fasilitasl, cvaluasi, dan 
pelaporan kcgiatan di bidang pclayanan pencatatan sipil; 

(3) Unruk melaksanakan rugas scbagaimana dimaksud pada 
ayat (2\, Bidang Pelayanan Pcncatatan Sipil mempunyai 
Iungsi : 
a. perumusan kcbijakan teknis di bidang pelayanan 

pencaiatan sipil; 
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

pelayanan pencatatan sipil; 
c. pernbinaan, pengawasan, clan pcngendalian kcgiatan di 

bi.dang pelayanan pencatamn sipil; 
d. pengelolaan dan fasllitas! kegiatan pelayanan 

pcncatatan sipil; 
e, pelaksanaan pelayanan, penerbitan dan 

pendokumentasian dokumen pencatatan eipil: 
f. pelaksanaan evaluasi clan pelaporan kegiatan di bidang 

pelayanan pencatatan sipil; clan 
g. peiaksanaan Iungsi lain yang diberika.n oleh Kcpala 

Dinas di bidang pelayanan pencataran sipil. 
(4) Untuk melaksanakan tuga.s dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3), Kepala Bidang 
Pelayanan Pencatatan Sipil mcmpunyai rincian rugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang 

Pelayanan Pencatatan Sipil bcrdasarkan peraturan 
penmdang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan 
tahun sebelumnya scbagad pedornan petaksanaan 
tugas: 

b. mcnjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
pe.rmasa.lahan clan peracur-an perundang-u.ndang.an 
agar pelaksanaan tugas berjalan erekur dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan ara han baik secara 
Iiean ma.upun tertulis guna kelancaran pelakaanaan 
tugas; 

d, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instensi terkait baik vertikal maupun horizontal unruk 
mendapatkan iniormasi, rnasukan, serta dalam rangka 
eirtkroniaaai dan .harrnoniaaai pelaksanean tugas: 

6 
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( 1) Susunan Organisasi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 
scbagaimana dimaksud pasal 5 ayat (I) huruf d, terdiri atas 
kelompok jab,1wn fungsional yang terbagi atas dua sub 
koordinator; 

(2) Sub koordinator, sebagaimana dirnaksud pada ayaL ( I), 
terc;Hri atas : 
a. Sub Koordinacor l<elahira.n dan Kernariaru 
b. Sub Koordinator Perkawinan, Perceralan, dan 

Perubaban Status Anak dan Pewargancgaraan; 
I:, 

Pasal 14 

e. mcnclaah dan mengkaji peraruran perunda ng 
undangan sesual lingkup tugaanya sebagai bahan at.au 
pedoman. untuk melaksanakan kegiatan; 

f. rnenyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan 
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan di bidang 
kele hi ran, perubahan status anak, dan kemalian dan 
perkawinan, perceraian, clan perubahan status 
kewarganegaraan; 

g. mdaksanskan pembinaan umum dan teknis di bidang 
Pelayanan Pencatatan Sipil; 

h. menyclenggarakan peiayanan, penerbitan dan 
pendokumeznasian hasil pela.yanan pencatatan sipil, 
dan surat-surat keterangan catatan sipil lainnya sesuai 
ketentuan yang berlaku: 

,. melaksanakan penyuluhan terhadap pelaksa naan 
kegiatan pencatatan dan pencrbitan Akta·Akta Catalan 
Bipil; 

j, memberikan petayanan kcpada masyarakatr'pihak lain 
rnengenai informasi arsip/register pencatatan slpil; 

k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan Bidang Pe1ayanan Pencatatan Sipil dengan 
cara mengukur pencapa.ian program kerja yang telah 
diausun untuk bahan laporan dan kcbijakan tmdak 
lanjut; 

I. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bewahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan periJaku kerja 
scsuai ketentuan dalam rnngka peningkatan karir, 
pemberian penghargaan dan sanksi; 

m menyusun iaporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparensi 
pelaksanaan kegiatan; 

n. mcnyampaikan saran dan pertimbangan kcpeda 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kcgiatan berjalan lancar serta untuk 
rnenghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan Jain dari pimpinan 
seauai dengan tugas da.n fungsi unit kerjanya. 

17 



6 

Bagian Kelima 
Bidang Pengelolaan lnformasi Adrninistrasi Kependudukan 

Pasal 15 
(L) Bidang Pcngclolaan Informesi Admlnisrrasi Kependudukan 

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedodukan di bawah 
dan bcrtanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Bidang Pcnge1olaan Jnform.asi Administrasi 
Kependudukan seoagaimana dimaksud pada ayat {t), 
mernpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala 
Dmas dalam perumusan kcbijakan teknis. 
pcngoordlnasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, 
pcngeJolaan, Iasilitasi, evatuasi, dan pelaporan kegiatan <li 
bidang pengelolaan infcrmaei adrninistrasi kependudukan; 

(3) Unruk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat {2), Bidang Pengelolaan lnformasi Adminisirasi 
Kependudukan mempunyai fungs! : 
a. perurnusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 

informasi adrmniatras! kependudukan; 
b, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengetolaan 

infonnasi administrasi kependudukan; 
c. pembinaan, pengawasan, dan pcngcndalian kegiatan 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 
d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan pengelotaa n 

informasi adrninistrasi kependudukan yang melipuu 
sistem informasi administrasi kependudukan, 
pengotahan dan penyajian data kcpendudukan serta 
tata kelola dan sumberdaya manusta tcknologi 
ioformasi dan kornunikasl; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan 
pcngelolaan informasi administrasi kependuduka.n: dan 

I, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan okh Kepala 
Dinas di bidang pcngelola.an informasi ndministrasi 
kepcndudukan. 

(41 Untuk melaksanakan tugas dan Iungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kcpala Bidang 
Pengelolaan Jnformasi Administra.si Kependudukan 
mernpunyai nncian rugas : 
a. menyusun rencena dan program kegiatan Bidang 

Pengelolaan lnformasi Administrasi kependudukan 
berdasarkan peraruran perundang-undangan dan hasll 

(3) Sub koordinator scbagaimana dimaksud pada ayat 12), 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas metalul Kepala 
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (21 
huruf a dan huruf b mempunyai rugas sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dad Pcraturan Bupati ini. 

IS 
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evaluasi kegiatan tahun sebelurnnya sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
perrnasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan rugas berjalan efektif dan efisien; 

c. mernbagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
lisan rnaupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

d , melaksanakan koordinasi dan konsulrasl dcngen 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal unruk 
mendapackan inforrnasi, masukan, serta dalam rangk:a 
stnkronlsasl clan harmonisasi pelaksanaan iugas: 

c. rnenelaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesuai !ingkup rugasnya scbagai bahan atau 
pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan 
naskah dinas yan_g berkaitan dcngan kegiatan di bidang 
Pengelolaan Sistcm lnformasi Administrasi 
Kependudukan dan Perubahan Data Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil; 

g. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 
pcngclolaanyang meliputi sistem informasi administrasi 
kependudukan, pengolahan dan penyajian data 
kepcndudukan tata kclola somber daya manusta. 
tcknologi infonnasi clan komunikesr; 

b. melaksanakan pengelotaan inforrnasi kependudukan 
yang meliputi sistern informasi administrasi 
kependudukan, pengolahan dan penyajlan data 
kependudukan tata kelola sumber daya manusia, 
teknologi infonnasi dan komunikasi; 

,. rnetaksanakan pemanta'uan dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan Bidang Pengelolaan lnformasi Adrninistrasi 
Kependudukan denga.o cara mcngukur pencapaian 
program kerja yang tclah disusun untuk bahao laporan 
dan kebijakan tindak lanjut; 

J, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pcgawai dan perilaku kerja 
sesuai ketentuan dalam rangka peningkaran karir, 
pemberien penghargaan dan sanksi; 

k. meoyusun laporan pelaksanaan kegiatan kcpada 
pimpinan eebagai wujud akuntabilitas dan transparansi 
pelaksanaan kegiata»: 

1. menyarnpaikan saran dan pcrtimbangan kcpsda 
pimpinan baik lisan maupun tcrtulis berdasarkan 
kajiao agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
mengrundan pcnylrnpangan; dan 

m. ruclakeanakan tugas kcdinasan. lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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Bagian Keenam 
Bidang Pemanfaatan Data dan Jnovasi Pelayanan 

Pasal 17 
(1) Bidang Pernanfaatan Data dan lnovasi Pelayanan dipimpin 

oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kcpada Kepala Dinas. 

{2) Kepala Bidang Pcmanfaatan Data dan lnovasi Petayanen 
scbagalrnana dimaksud pada ayst (!), mernpunyai tugas 
melaksanakan scbagtan tugas Kepala Dinas dalam 
perurnusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, 
pengawasan, pcngendalian, pengelclaan. Iasllltasi, evaluasi 
dan pelaporan kegiatan di bidang pemanfaatan data 
admimsrrasi kcpendudukan; 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada 
ayal (2), Bidang Pemanfaatan Data dan lnovasi Pelayanan 
mernpunyai tungsl : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pernanfaatan 

data dan inovasi pelayanan administraai kcpndudukan; 
b. Penyusunan perencanaan pcman faatan data dan 

dokumen kepcndudukan, kerj.a sama scrta inovasi 
pelayanan adrninistrasi kependudukan; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan 
pemanfaatan data dan dokumen kcpendudukan serta 
inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

d. pelaksanaan pernanfaatan data dan dokumen 
kependudukan serta inovasi pelayanan adrulnistrasi 
kependudukan: 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kcgiatan 

(1) Susunan Organisasl Bidang Pengelolaan Infcrmasi 
Administrasi Kepcndudukan acbagairnana dimaksud pasaJ 
5 ayat (I} huruf e, terdiri atas kelompok jabatan fungsionaJ 
yang terbagi atas dua sub koordinator; 

(2) Sub koordiuaeor. sebagairnana dimaksud pada ayat (U, 
terdiri atas : 
a. Sub Koordinator lnformasi Adrninistrasi Kepc:;nduc.!ukan; 
b. Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data 

Kependudukan; 
(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat {2), 

bermnggung jawab kepada Kepala Dlnas melalui Kepala 
Bidang Pengelolaan Jnformasi Adrninistrasi Kependudukan; 

(41 Sub Koordlnator sebagaimana dirnaksud pada ayat {2) huruf 
a dan huruf b mempunyai tugas sebagatmana rercaruum 
dalam Larnpiran II yang mcrupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraruran Bupati irri. 

Pasal 16 
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pernanfaatan data dan dokurnen kependudukan, 
kerjasama serta inovasi pelayanan admirriatreai 
kependudukan,dan 

r. pelaksanaan rungsi lain yang diberikan olch Kcpala 
Dinas di bidang pemanfaatan data dan inovasi 
pelayanan. 

(4) Untuk metaksanakan iugas dan fungsi sebagalmana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang 
Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai 
rmclan rugas ; 
a. rnenyusun rencana dan program kegiatan Bidang 

Peman.faatan Darn dan lnovasl Pelayanan berdaaarkan 
pera.turan perundang-urtda.ngan dan ha.sil evaluasi 
kegiatan tahun sebelumnya scbagai pedoman 
pelaksanaan rugas: 

b. menjabarkan perintah pimpinan metalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan cfcktir den efisien; 

c. mernbagi tugas bawahan sesuai dcngan jabatan da.n 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
lisan maupun tcrtulis guna kelancaran pelaksanaan 
rugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansl terkait baik vertikal maupun horizontal uruuk 
meoda.palka.n infcrmasi, rnasukan, serta dalam rangka 
sinkronisasi dan harrnonisasi petaksanaan rugas: 

e. menelaah dan mcngkaji peraturan perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau 
pedcman untuk melaksanakan kegiatan: 

I. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan 
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan di 
bidang Penatausahaan Dokumen Kependudukan dan 
Pencataian Sipil dan Pernanfaatan Data Dokurnen dan 
dokumen kependudukan; 

g. menyiapkan dan melaksanakan pemanlaatan data dan 
dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi 
pclayanan administrasi kependudukan; 

h. melaksanakan pcmantauan dan evaluasr pelaksanaan 
kegiatan Bidang Pemanfaatan Data dan 1 novasi 
Pelayanan dengan cara mengukur pencapalan program 
kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan 
kcbijakan tindak lanjut; 

1. mengevaluasi dart menilai prestasi kerja bawa han 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan pcrilaku kerja 
sesuai kctcntuan dalam rangka peningkatan karir, 
pernberian penghargaan dan sanksi; 

J, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas don 

21 



6 

BABV 
KELOMPOK JABA1'AN FUNGSIONAL 

Bagian Kcsstu 
Umum 

Pasal 19 
(I) Kelompok Jabatan Pungsionat pada Iingkungan Din as 

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mcmpunyai 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional 
yang berdasarkan pada keahlian dan keterarnpilan 
terlentu sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah 
clan bertangguug jawab secara langsung kepada Kepala 
Dinas. Kcpa}a Bidang, Sekretaris yang merniliki 
kctcrkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan rugas 
,Jabatan Ftmgsioual. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri darl sejumlah 
Pcjaba( Fungsional jenjang keterampilan dan jenjang 
keahlian. 

(4} Jumlah, jenie, dun jenjang .Jabatan Purtgaional 
sebagaimana dimaksud pada ayaL ( t], ditcntukan 
berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis bcban 
kcrja. 

(ii Susunan Organise si Bidang Pcmanfaatan Data dan 
lnovasi Pelayanan sebagairnana dimaksud pasal 5 ayat (I) 
huruf I, terdir! atas kelompok jabatan rungsional yang 
terbagi atas dua sub koordinator; 

(2} Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pads ayat ( 11, 
terdiri etas: 
a. Sub Koordinator Kerjasama dan lnovasi Pelayanan: 
b. Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Dokurnen 

Kependudukan; 
(3) Sub koordinator sebagaimsna dirnaksud pada ayat (2), 

bertanggung jawab kepada Kcpala Dinas mclalui Kepala 
Bidang Pemanfaatan Data dan tnovasi Pelayanan; 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dirnaksud pada ayat \2) 
huruf a dan huruf b mcmpunyo.i rugas sebagaimana 
tercanturn dalam Lampiran Tl yang merupakan bagian 
udak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

Pasal 18 

transparansi pelaksanaan kegiatan; 
k. menyampaikan saran dan pert.imbangan kepeda 

pimpinan baik tisan maupun rerrulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan bcrjalan lancer serta unruk 
menghindari peoyimpangan; clan 

I. melaksanakan tugas kedinasan Jain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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Pasal 22 
(I) Pejabat Fungsional melaporkan pelakaanaan Iungsi dan 

tugasnya secara langsung kepada pirnpinan unit 
organisasi. 

(2) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwcnang unruk 
memint.a laporan kepada pejabat fungsionaJ dan/atau 
Kerua Tim di lingkungan unit kerjanya, 

(I) Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan rugasnya 
secara individu dan/atau berkelornpok. 

(2) Pelaksanaan fungsi dan tugas secare berkelornpok 
scba.gaimana dimaksud pada ayat (I) dengan mernbentuk 
Tim Kerja. 

(3) 1'im kerja sebagaimane. dimaksud pada ayat (2) dapat 
bcrasal dari Jabatan FungsionaJ sejerus atau bcrbege i 
latar belakang kompetcnsi yang ada pada Perangkai 
Daerah tersebut atau ctari luar Perangkat Daerah. 

(4) Ketua Tim Kcrja sebagalmana dimaksud pada ayai (2) 
berasal dari unit organisasi pem.ilik kinerja. 

(5) Pembentukan Tim Kerja sebagairnana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan olch Kepala Pcrangkat Oaerah 

Pasal 21 

( t} Pcjabat l"ungsional melaksanakan fungsi dan tu gas 
berkaltan dcngan pclayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan kctcrampilan tcrtentu. 

(2) Selain melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayal (I) Pejabat Fungsional dapal 
diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinaror yang 
dalam menjalankan rugasnya bekerja secere individu 
dan/ a tau tim kcrja. 

Pasal '20 

Bagian Kedua 
pengelolaan Kinerja Pejabat Purtgaional 

(5) Togas, pembinaan dan pengcmbangan Jabatan 
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayal ( I] sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional 
scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan sesuai 
ketcntuan pereruran pertrndang- undangan. 



6 

(I) Pada umt kcrja tungsional dituejuk Sub Koordinator 
untuk pelaksanaan tugae dan pengclolaan kegiatan. 

(2) Sub Koordinator sebageimana dirnaksud pada ayat (1\ 
adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat 
fungsionaJ yang ditunjuk. 

(3) Tugas Sub Koordinator adalah membantu Sekretaris dan 
Kcpala Bidang dalam menyusun perencanan, 
pclakaanaan dan pcngendalinn, pernantauan dan 

Pasal 24 

(I) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang 
undangan, 

(2) Dalam melaksanakan tugas seriap pirnpinan u nil 
organisasi dan kelompok jabatan tungsional wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dajnm Iingkungan masing-masing 
maupun antar satuan organiaas! di Hngkungan 
pernerintah dacrah serta instansi lain di luar pemcrintah 
daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

{3l Setiap pimpinan unit orgartisasi wajib mengawasi 
bawahannya rnasing-masing. 

(4) Dalarn hal setelah dilakukan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) terjadi penyimpangan, pimprnan 
unit organlsasi mengambil langkah-langkah yang 
dipertukan sesual dcngan peraturan perundang 
undangan. 

(5) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab 
memimpin dan mengccrdinasikan bawahau masing 
masing dan membcrikan bimbingan serta pctunju k bagi 
peiaksanaan tugas bawahannya. 

(6) Setiap pirnpinan unit organisasi wajib mcngikuti dan 
mcmattJhi pctunjuk Can berta nggtrng jawab kepada 
atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala 
tepat pada waktunya, 

(7) Setiap laporan yang direrima oleh pimpinan unit 
organtsasl dari bawahannya wejlb diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan Iaporan 
lebih lanjut serta untuk membcrikan petunjuk kepeda 
bawahan. 

(8) Dalam menyampaikan. Iaporan kepada pirnpinan, wajib 
menyarnpaikan rernbusao kepada unit organisasi lain 
yang secara fungsional mempunyai hubungan kcrja, 

(9) Dalam melaksanakan pcngendalian kegiaian. sctiap 
pimpinan unit organisasi beserta bawahannya wajib 
rnengadakan rapat berkala. 

Pasal 23 

BAB VI 
TATA l(ERJA 
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(I) Untuk rnenunjang tugas dan Iungsi Kepala Bidang 
ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabat 
F"uflgsional. 

(2i Sub Koordinator scbagaimana dirnaksud po.da ayat (1), 
dituojuk oleh Kepala Dinas dengan mendayagunakan 
Pejabat l'ungsional sesuai dcngan kornpetensi yang 
bersangkutan. 

(3) Pcnunjukan Sub Koordinator sebagairnana dimaksud 
pada ayat ( L) ditetapkan dengan keputusan Kepala 
Dinas. 

Pasal 28 

BAB VIII 
KETEN'l'UAN LAlN·LAI N 

(1} Dinas wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis 
jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis 
jabatan dan analisis beban keria. 

(2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan 
nparat..ur sipil ncgara sebagairnana dlmaksud pada aya; 
(l) dilakukan untuk jangka waktu 5 (uma) tahun yang 
diperinci per l (satu] t.ahun berdasarkan prioritas 
kebutuhan. 

Pasal 27 

Jabata-n Kepala Oinas, Sekretaris, Kepala Bidang. Kcpala 
Sub Bagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas 
diangkat dan diberhentikan oleh Pcjabat yang berwenang 
sesuai dengan peraturan pcrundang .. undangan. 

Pasal 26 

Jcnjang jabatan dan kepa ngkatan serta susunan 
kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan pcrundang 
undangan. 

Pasal25 

BAB VII 
KEPEGAWAIAN 

cvaluasi, serta pelaporan kegiaran pada unit kerjanya 
sesuai lingkup tugas dan fungsinya. 

(4) Pada pejabat pengawas yang tidak discrarakan, rnaka 
tctap melaksanakan rugasnya pada unit kcrja ma sing 
mesing. 
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Pasal 33 
t I) Dinas dapat membentuk Unil Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) berdasarkan pereturan perundang-undangan. 

(1) Sub Koordinamrmcmpunyai rugas membantu Sekretaris 
dan Kcpala Bidang dalam penyusunan rencena, 
pelaksanaen dan pengendalian, pernantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan lingkup tugas dan fungsi unit 
kerjanya maslng-masing. 

(2) Disamping mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
ayat (I) Sub Koordinator mernpunyai tugas 
mengoordinasikan pclaksanaan tugas kelompok Jabatan 
Fungsional sesuai bidang rugas dan tungsinya. 

(3) Sub Koordlnator dapat dibed tugas mclakvrkan pertilaian 
kinerja terhadap pclaksa naan tugas Pejabat Pungsional 
sesuai bidang tugas dan fungsinya sesuai peraturan 
pcrundang-undangan. 

Pasal 32 

Pemberhentian Sub Koordinator dapar dilakukan oleh Kepala 
Dinas. 

Pasal 31 

Pcrrunjukan Sub Koordinator sebagaimana dh:naksud dalam 
Pasal 28 dan Pasal 29 disarnping memperhatikan kesesuaian 
bidang tugas dan fungsinya Juga mempertimbangkan 
persyaratan adrninistrasi, kcsesuaian kompetensi, 
kebutuhan jabatan, kinerja, pcngalarnan pcnugasan, 
integriras dan moratttas serta persyaratan obyektif lainnya. 

Pasal 30 

(1) Dalam ha! terjadi kekosongan Sub Konrdinator, Kepala 
Dinas rnenunjuk Sub Kcordinator yang d iutamekan 
berasal dari Pcjabat F'ungsional di lingkungan kcrjanya. 

(2) Dalam hat di lingkungan kerja Dinas tidak terdapat 
pejsbat Iungsional, maka Kepala Dinas menunjuk 
Pelaksana Senior sebagai Sub Koordinator berdasarkan 
kompetensi yang dibutuhkan. 

(3) Dalam hal Kepala Dinas akan menunjuk Sub Koordinator 
yang berasal dari luar lingkttngan kerjanya. maka Kepala 
Dinas mengusulkan kepada Sckretar-is Dacreb melalui 
perangkat daeran yang mensngani kepegawaian, 

(4) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilaksanakan setclah mendapat 
perscruiuan dari sekretarts Daeran. 

Pasal29 
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BABIX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 34 

( I) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai bertaku, maka 
Pejabat Pengawas yang dilantik berdasarkan 51 Tahun 
2016 tcntang Kedudukan, Susuna.n Organisasi, Tugas 
dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagaimana 
tetah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Pcraturan 
Bupati Nomor lO I Tnhun 2020 tentang Perubahan Kcdua 
Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 l Tahun 1016 
ientang Kedudukan, susuoan Organieaei. TUgas dan 
Fungsi. serta Tata Kerja pada Oinas Kependudukan dan 
Pencauaan Sipil Kabupaten Kendal, bcrlaku ketentuan 
scbagai berikut : 
a, terhadap Pejabat Pengawas yang tidak clilakukru, 

pcnyeteraan jabatan ke daJam jabatan fungsional 
dalarn rangka pcnycderhanaan struktur organisasi, 
melaksanakan rugas dan fungsinya berdasarkan 
Peraturan Bupati i rri; 

b. terhadap Pejabat Pengawas yang akan dilakukan 
penyetaraan ke dalam jabatan fung-siona.J tetap 
mclaksanaken rugas dan tungstnya sarnpai dengan 
dilakukan petanukan yang bersangkutan ke dafam 
Pejabat Fuugsional; 

(2) Pada saa.t Pcraturan Bupa ti iru mulai bertaku I rnaka 
Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas yang udak 
dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional 
dalarn rangka penyederhanaan struktur organ,sasi 
berdasarkan Peraturan Bupati ini, tctap melaksanakan 
tugasnya di bawah Pejabat Pengawas yang bersangkutan 

(3) Pada saai Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rnaka 
Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas yang akan 
dilakukan penyetaraan ke dalarn jabatan fur.gsiunal 
dalam rangka penyederhanaan srrukrur organisast 
berdasarkan Peraruran Bupati 1-111, melaksanakan 
tugasnya dcngan ketenruan sebagai berikut : 
a. Pelaksana tetap melaksanakan tugasrrya di bawah 

Pejabac Pengawas sarnpai dilakukan penyederhanaan 
struktur organlsasi berdasarkan Peraturan Bupau ini; 

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Susunan organisasi, mgas dan fungsi serta Lala kerja 
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 J diatur lcbtb 
lanjut dcnga.n Peraruran Bupati. 
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SERITA DA8RJ\H KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 84 

;. I 9<1003 I 006 

H 

Diundangkan di Kendal 
pada tanggal 29 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KE:NDAL. 

Cap ttd 

MOHTOHA 

BUPA1'l KENDAL, 

Cap ttd 

DICO M OANll'IOU1'0 

Ditetapkan di Kendal 
pada tanggal 29 Descmber 202 l 

Passi 36 
Peraturan Bupati mr rnuJai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan 
pcngundangan Pcraturan Bupati ini dengan pencmpatarmya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

BABX 
KE:'l'ENTUANPENUTUP 

Pasal 35 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Peraruran Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 20)6 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisas1, Togas den Fungsi, scrta 
Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll 
Kabupaten Kendal (Benta Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2016 Nomor 51 Seri D No. 6) sebagaimana telah dlubah 
beberapa kali tcrakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 101 
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peracuran 
Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kcdudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas clan Pungsi, serta Tata Kerja 
pad a Dinas Kependudukan dan Pencaratan Sipil Kabups ten 
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 
101) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

b. Dalam hal telal1 dilakukan penyederhanaan struktur 
organisasi sebagairnana dimaksud pada huruf a, rnaka 
Pelaksana rnelaksanakan tu gas dioawah koord inasi 
Sub Koordlnator. 
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L 1 Sub Koordinator Perencanaan mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Perencanaan 

bcrdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil cvaluasi 
kegiaran tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan pertntah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraruran perundang-undangan agar pelaksanaan rugas 
berjalan efektif dan eflsien: 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kornpetensinya 
scrta rncmbcrikan arahan baik secara Iisan rnaupun tertulis guna 
ketancaran pelaksanaan rugas: 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan insta.n.si tcrkait baik 
vertikal maupun borisontal untuk mendapaikan l.nformesi, masukan, 
serta dalam rangka sinkroni$Q.$i den barmcnisasl pelaksanaan rugas; 

c. rncnelaah dan rnengkaji peraturan pcrundang-undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk mclaksanakan 
kegiatan; 

r. rnenyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis. petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai tingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

g. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program 
kegiaran dari masing-masing seksi, subbagian dan UPTD sesuai 
dengan ketenruan yang bcrlaku guna rncnghindari kcsalahan; 

h. menyiapkan bahan dan rnenyusun konsep Rencana Kegiacan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta 
perubaban anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggarart yang 
dltetapkan: 

L rncnyiapkan bahan dan menyusun konscp Rcncana Pcm bangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), 
Rencana Kerja (Renja), lndikator Kinerja Utama OKU), Perjanjian 
Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan 
keternuan yang bertaku: 

J, menyiapkan bahan dan menyusun konsep St.andar Operasional 
Prosedur {SOP) kegiaran Subbagian Perencanaan serta mcngh.impun 
dan mendokumentasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 
disusun oleh masing-masing subbagian, seksi, dan UPTD; 

1. Sekretariat 
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TENTANG 
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2. Bidang Pelayanan Pendaftaxan Penduduk 
2. l Sub Koordinator ldentitas Penduduk mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Scksi Iden ti I Af:. 

Penduduk berdasarkan peraruran perundang-undangan dan hasil 
cvaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 
tu gas; 

b. rnenjabarkan perint.ah pimpinan me.Jalui pengkajian permasalahan 
dan pcraturan pc;rundang .. undangan agar pelaksanaan rugas 
berjalan cfektif den efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompctensinya 
serta mernberikan arahan baik secara lisan maupun terrulis guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi tcrkait 
baik vcrtiket maupun horisontal uncuk mcndapatkan informasi. 
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan narmonisasl 
pelaksa naan tugas; 

e. rnenelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan scsuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman unt.uk 
rnelaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tcknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kclancata.n pelaks~naan kci:;iat.an, 

g. menyelcnggara.kan pelayana,1 Pcndaflaran Penduduk, penerbitan 
dokumen pendaftaran penduduk dan pendokumentasian has1I 

k, menghimpun dan meneliti laporan pcrkernbangan tingkat realisasi 
pelaksanaan kcgiatan dari masing .. masing subbagian, seksi, dan 
UPTD scbagai bahan penyusunan laporan Pengendalia n Operasional 
Kegiacan (POK); 

l. menyiapkan baha.n dan menyusun konsep Laporan Keterangan 
Pcrtanggungjawaban Bupo.ti fl,KPJ), Laporan Kinerja Instanss 
Pernerintah iLKj[P), Evaluaai Kinerja Pembangunan Daerah (E:KPO), 
sisiem Pengcndalian Internal Pemerintah (SPIP) dan jenis pelaporan 
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

m, me)aksanakan koordinasl, pembinaan, pengendalian, dan pernberian 
bimhingan dl bidang sistern informasi dinas; 

n. rnelaksanakan pemantauan dan cvaluasi kegiatan Subbagian 
Perencanaan dcngan cara mengukur pencapaian program kerja yang 
telah disuaun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

o. mengevaluasi dan rnenitat prestasi kerja bawahan bcrdasarkan 
sasaran kerja pegawai dan pcrilaku kerja sesuai ketentuan dalarn 
rangka peningkatan karit, pernberian penghargaan dan sanksi; 

p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan trausparansi pclaksanaan kegratan: 

q. rnenyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan 
maupun tertulis berdasarken kajian agar kegiatan berjalan lancar 
serta unruk menghindari penyimpangan; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungei unit kerja.nya. 
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pelayanan pcndaltaran penduduk yang meliputi perekarnan 
penduduk, Biodata penduduk, Nomor lnduk Kependudukan, Kartu 
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk elektronik, Kartu ldentitas Anak 
dan surat keterangan kependudukan lainnya; 

h. mclaksanakan perhirungan perkiraan proyeksi kependudukan 
terhadap perrnintaan pelayanan dan pene.rbitan dokumen 
Pendaftaran Penduduk, perekaman penduduk, Biodata pcnduduk. 
Nomor lnduk Kependudukan, penerbitan Kartu Kcluarga, Kartu 
Tanda Pendu,luk elektronik, Kanu tdentitas Anak dan surai 
keterangan kependudukan lainnya; 

i. rnelaksanakan pcrnbinaan den koordinasi, serta melakukan 
identifikasi, analisis dan penyelesaian masalahan yang berkaitan 
dengan pelaksanaan pclayanan dan pcncrbitan dokumen 
pendaftaran penduduk; 

J, rnengembangkan merode-metode, proscdur kerja dan kegiatan 
lainnya yang berkaitan dengan bidang rugas yang rnenjadi tanggung 
jawabnya: 

k. melaksanekan pelayanan jemput bola terhadap dokurncn 
kepcndudukan dan pencatatan sipil ; 

I. mcnyiapkan bahan dan menyusun konsep St.andar Opcragtcna I 
Proscdur (SOP) kegiatan Scksi [dentitas Penduduk untuk 
peningkatan kualuas pelayanan publik; 

m. mela ksanakan pengendalian, pemant.auan dan evaluasi pclayanan 
dan penerbitan dokurncn pendaftaran penduduk meliputi biodata 
penduduk, Nomor lnduk Kependudukan, Kartu Tanda Pcnduduk 
Elcktronik, Kartu ldcntitas Anak clan surat keterangan 
kependudukan Iainnye; 

n. mengevaluaei dan mcniJai prestesi kerja bawa.han berdasarkan 
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketenruan dalam 
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

o mcnyusun laporan pelaksanaan kegiatan kcpada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

p. menyampaikan saran <Ian pertimbangan kepada pimpinan bark 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjatan 
lancer serta untuk menghindari penyimpangan: dan 

q. rnelaksanakan rugas kedinasan lain dart pirnpinan sesuai dengan 
tugas dan rungsi unit kerianya. 

2.2 Sub Koordinator Pindall Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai 
t.U£8$ ! 
a. menyusun rencana dan program kegialan Seksi Pindah Datang dan 

Pendataan Pendudu k berdasarkan oeraturan perundang-undangan 
dan haail evaluasi kegiatan tahun sebelu·mnya sebagni pedoman 
pelaksanaan rugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraruran pe.rundang-undangan agar pclaksanaan tugas 
berjalan efektif dan cflelen: 

c. rnembagi uagas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetenslnya 
sere.a membe-rikan :-t.rahan baik sec.ara h$an tna.upun tertulis guna 
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3. Bidang Pelayanan Pcncatatan Sipil 
3.1 Sub Koordinator Kelahiran dan Kemauan rnempunyai tugas : 

a. menyusun reucana dan program kegialan Scksi Kela hiran dan 
Kcmatian berdasarkan pcraruran perundang-undangan dan hasil 
cvaluasi kegiata.n ta.bun sebcJum.nya sc::bagai pedoman pclak~anaan 
tugas~ 

b. menjabarkan peri11tah pimpinan melalui pengkajian pcrmasaJehan 
dan peraturan pcrundang-undangan agar pelaksanaan Lugas 

0 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
d. melaksa:nakan koordinasi dan konsultasi dcngan instansi terkait 

baik vertikal maupun horisontal unruk mendapatkan informast, 
masukan, ser'ta dalam rangka slnkrontsasi dan harmonisasi 
pelaksanaan rugas: 

e. menelaah dan mengkaji pcraturan perundang-undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman unruk melaksanakan 
kegiatan: 

f. rnenyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 
pclaksanaan, dan naskah dinas sesuai Jingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

g. -menyiapkan bahan dan rnelaksanakan pc leya nan pindah datang d.an 
pendaraan penduduk serta penerbitan sural kererangan pindah 
datang penduduk dan surat keterangan kependudukan lainnya; 

h. rnelaksanakan perhitungan pcrkiraan proyeksi kependudukan 
terhadap perminta.an pelaksanaan pelayanan pindah datang dan 
pendataan penduduk: 

1. menyiapkan konscp surat. keterangan pindah datang penduduk; 
J melaksanakan pernbinaan dan koordinasi pelaksanaan pclayanan 

pindah dating dan pendataan kependudukan; 
k. metaksanankan pendokurncntasian haail pelayanan pencrbitan 

surat keterangan pindah datang dan hasil pendataan ~uk 
scrta surat keterangan kependudukan lainnya; 

I. menyiapkan bahan dan mcnyusun konsep Standar Operasional 
Proscdur (SOP) kegiatan pada Seksi Pindab Datang dan Pendataan 
Penduduk unruk pcnmgkatan kualitas pelayanan publik; 

m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Seksi Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk dengan cara 
rnengukur pencapaian program keria yang telah disusun unruk 
bahan lapcran dan kebija.kan tindak lanjut; 

n, mcngcvaluasi dan menilai prcstasi kerja bawahan berdasarkan 
easaran kcrja pegawai dan perilaku kerja scauel kerenruan dalarn 
rarrgka peningkatan karir, pcmberian penghargaan dan sanksi: 

o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiaran: 

p. menyampaikan saran dan perlirnbangan kcpada pirrrpinan baik 
lisan rnaupun tertulis oerdasarkan kajian agar kegtatan berjalan 
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

q. mclaks.anakan tugas kedinasan lain dari pirnpinan sesuai dengan 
rugas dan rungsi unit kerjanya 



berjalan erekur dan efisien: 
c. rnernbagi tugas bawahan sesual dcngan jabatan dan kompetensinya 

serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna 
ketancaran pelaksanaan tugas; 

d, melaksanakan koordinasi dan konsuJtasi dcngan Instenei terkait 
baik verdkal maupun horisontaJ unruk mendapatkan informaai, 
rnasukan, serra dalam rangka sinkronisasl dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas: 

e, menetaan dan mengkaji peraturan perundang .. undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksana kan 
kegiatan; 

f. rncnyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pctunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mcndukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

g. melaksanakan pelayanan pencatatan, pencrbitan kutipan Akta 
Kelahiran, Akta Kcmatian dan pendokumentasiannya sesuai dengan 
kecentuan yang berlaku, 

h. merumuskan persyaratan untuk memperoleh akta kelahlran dan 
Akta Kernatian: 

1. rnemverifikasi persyaratarr perrnohonan pencrbitan akta kelahiran 
dan Akra Kcmatian. 

J· mernberskan pelayanen kepada masyarakat/pihsk lain mengenai 
infcrmasi arsip/regjster akta kelahiran dan akta kernanan; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan, terhadap 
pelaksanaan kcgiatan pencatatan dan pencrbitao ktrtipan Akta 
Kelahiran dan Akta kemalian; 

I. menyia pkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) kegiatan pada Seksi Kelahiran dan Kernatian untuk 
peningkatan kualitas pelayanan pubiik; 

m. melaksanakan pemaruauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
Scksi Kelahiran dan Kematian dengan cara mengukur pencapaian 
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan 
kebijakan tindak lanjut; 

n. mengevaluasi dan mcnilai peeetasl kerja bawahan berdasarkan 
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesoai ketenruan dalam 
rangka pcningkatan karlr, pembcrian pcngharga.an dan sanksi; 

o. mcnyusun laporan pelaksanaan kegiaran kepada pimpinan 
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan: 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kcpada pimpinan balk 
lisan rnaupun eerruns berdasa.rkan kajian agar kegiatan bcrjalan 
lancar serta untuk menghindari penyirnpangan: dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan Jain dari pimpinan sesuai dengan 
tugas dan Iungsi unit kerjanya. 

3.2 Sub Koordinator Perkawinan, Perccraian dan Perubahan Status Anak 
dan Pewarganegaraa.n rncrnpunyai tugas : 
a. menyusun rencana dan program keg1atan St.ksi Perkaw1nan, 

Perceraian~ dan Perubahan Statu:; Anak dan Kcwarganegaraan 
berdasatkan peraturan perundang-w1dangan dan hasi1 cva lussi 
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Pewarganegaraari; 
J· metaksanekan pelayanan pcncatatan dan pcnerbitan kutipan Akta 

Perceraian scsuai dengan ketenruan yang berlaku; 
k. memberikan pelayanan kepada masyarakar/ pihak lain mcngenai 

infottnasi arsip/regisicr akta perkawinan, perceraian, dan 
Pcrubehan Status Anak dan Status Pewarganegaraan; 

I. menyiapkon bahan dan melaksanakan penyuluhan terhadap 
pelaksanaan kegiaten pcncatatan dan penerbitan ku upan Akta 
Perkawi nan, Akta Perceraian dan Perubahan Status Anak dan 
Sta.rus Pewarganegaraan: 

m. melaksanakan, pcnyimpanart dan pemcliharaa.n dokumen terhadap 
register Akta-akta Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Perccraian 
clan Perubahan Status Anak dan Starus Pcwarganegaraan.; 

n. rnenyiapkan bahan dan menyusun kcnscp Standar Operaaiunal 
Prosedur (SOP) kegiatan Scksi Perkawinan, Perceraian, da.n 
Pcrubahan Status Anak dan Pewarganegaraan untuk peningkatan 
kualitas petayanan publik; 

o. rnelaksanakan pemanrauan dan evaluasi pe1aksanaan kegiatan 
Scksi Perkawinen, Pcrccraian, da.n Perubahan Status Anak cl.an 
Pewarganegaraan dengan cara mengukur pcncapaian program kerja 
yang tela.h di susun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
Janjut; 

p. mengevaluasi dan menila.i prcstasi kerja bawahan berdasarkan 

permohonan pene .. rbitan akta 
Perubahan Status Anak dan Status 

kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugss: 
b. menjabarkan perintah pimpinan mela tui pengkajian permasalahnn 

dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efektlf dan efisien; 

c, mcmbagi tugas bawahan sesuai dcngan jabetan dan kompctensinya 
serta mernberikan arahan baik secara lisan maupun iertulis guna 
kelancaren pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsuJtasi dengan instansi rerkait 
balk vertikal maupun horisontal untuk mendapatkan lnformasl, 
masukan, serta dalam rangka sinkronlsasi clan harmonieaei 
pelaksanaan tugas; 

c. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan 
kegiaren: 

r. menyiapkan bahan penyusuna.n petunjuk ieknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas scsual lingkup tugasnya guna 
rnendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

g, melaksanakan pelayanan pencatetan, penerbitan kutipan Akta 
Perkawinan, Akta Perubahan Status Anak, pencatatan ganti/ 
pcralihan narna, pembatalan pcrkawina.n dan pcndokumentasiannya 
sesuai dengan ketenruan yang berlaku; 

h . rnerurnuskan perayaratarr unruk memperoleh akta perkawinan, 
perceraian, dan Pcrubahan Status Anak dan sraius 
Pewarganegaraan; 

1. memverlflkas! pcrayaratan 
perkawinan, perceraian, dan 
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sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesual kerentuan dalam 
rangka perungkatan karir, pcmberian penghargaan dan sanksl; 

q. rnenyusun laporan pelaksanaan kcgiatan kepada pimpinan scbagai 
wujud akuntabilitas dan Lransparansi pelakaanaan kegiaren; 

r. mcnyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan bark 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kcgiatan berjalan 
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual dcngan 
rugas dan ruogsi unit kcrjanya. 

4. Bidang Pengeloloan lnforrnasi Adrninistrasi Kependudukan 
4.1 Sub Kcordinator lnformaei Administrasl Kcpertdttd-ukan mempunyai 

tugas: 
a. mcnyusun rcncana dan program kegiaton Sel~si Sietern lnforrne sl 

Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang 
undangan dart hasil evaluasi kegiatan tahun sebelurnnya sebagai 
pedcman pelaksanaan tugas: 

b. menjabarkan perinLa.h pimpinan metalui pengkejian permasalahan 
dan peraturan pertrndang-urrdangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan eiektif dan cfisien: 

c. mcrnbagi rugas bawahan sesuai dcngan jabatan den kompetcnsinya 
serta mernberikan arahan baik secaro. Hsan maupun tertulis guna 
kelancaran petaksanaan cugas: 

d. melaksanakan koordinasi dan kcnsultasi dcngan insransi terkait 
baik vertikal maupun horisontal untuk mendapatkan inforrnasi. 
masukan. serta dalam rangka sinkron isasi dan harmonisasi 
pelaksanaan tugas; 

c. rn.enel.aah dan rnengkaji peratumn perundang-llndangan aesual 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pcdoman untuk mclaksanaknn 
kcgiaran: 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pctunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mcndukung kelancaran pelaksanaan kegiat.an; 

g:. meiaksanaka.n pernbinaan dan kccrdinasi pelaksanaan pengelolaan 
sistem inforrnasi adrninistrasi kependudukan, tata kelola teknologi 
informast dan komunikasi serta sumbcrdaye man.usia tcknologi 
informasi dan komunikasi; 

h. mcnyiapkan bahan dan menyusuo konsep Scandar Operasional 
Prosedur (SOP) kcgiatan Seksi Sistern lnformasi Administrasi 
Kependudukan tm Luk peningkatan kualitas petaysnan publik; 

L. rnelaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keglaran 
Seksi Sistern Jnformasi Adrninistrasi Kependudukan dengan cara 
mcngukur pencapaian program kcrja yang telah disusun uruuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

J. rnengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan 
sasaran kerja pegawai dan perUaku kerja sesuai ketentuan dalam 
rangka peningkatan ka.rir, pembcrian penghargaan dan sanksi: 

k. menyusu.n !apora1'l pelaksanaan kegiatan kepada p1mpin:an sebaga1 
wuJud aJcuntabi1itas clan t.ransparansi pclak$anaan kcgia,an; 
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I. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimp,nan baik 
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan 
lancar serta untuk menghindarl penyimpangan; dan 

m, melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dcngan 
tugas dan rungsi unit kerjanya. 

4.2 Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 
rnempunyai tugas : 
a. menyusun rencana den program kegiatan Seksi Pengolahan clan 

Penyajie n Data Kependudukan berdasarkan pcraruran pcn.tndang 
undangan dan hasil cvaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai 
pcdoman pc1aksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan rnclalui pengkajian permasalahan 
dan peraruran perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan el'ektlf dan efisien; 

c. rnernbagi tugas bawah an sesuai dengan jabatan dan kcmpetensinyn 
serta mernberikan arahan baik secara lisan maupun iertulls guna 
ketancaran pelaksanaan tugas: 

d. melaksanakan koordinasi dan konsulta.si dengan instansi terkait baik 
vertikal rnaupun horisontaJ untuk mendapatka.n informasi, masukan, 
serra dalarn ra.ngka sinkronisasi dan harmonlsasi pelakaanaan rugas; 

e. menclaah clan mcngkaji peraturan perundang-undangan sesuai 
lingkup rugasnya scbogai bahan atau pedoman untuk melaksanakan 
kegiatan: 

r. menyiaplcan bahan penyusunan petunjuk teknis. perunjuk 
pctakeanaari, dan naskah dinas sesuai lingkup urgasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

g. rnelaksanakan pengurnpulan, pengolahan, pemutakhiran data, 
penaraan tertib administrasi kependudukan dan pelaporan di bidang 
perkcrnbangan penduduk dan pencacatan sipil; 

h. melaksanakan pcncaiatan tertib adrninistrasi meJalui pengumpulan, 
pengclahan, evaluasi dan pcmutakbiran data perkcrnbangan 
pcnduduk dan pencatatan sipil; 

L rnelaksanakan verifikasi clan validasi pcrubahan data kependudukan 
dan pencatatan sipil: 

j. melaksanakan koordinasl yang berkaitan dengan pcrubahan data. 
kepcndudukan dan pencatatan sipil; 

k. melaksanakan perubahan data pcnduduk yang rnengakibatkan 
terjadinya perubahan struktur Nomor lnduk Kependunukan [NIK) 
berdasnrken kepurusan pcngadilan seperti perubahan nama, 
perubahe n ta.nggal kclahir'an, dan pcrubahan jenis kelarnin: 

l. melaksanakan pcngolahan, penyajian data dan proyeksl darn 
kepcndudukan dan pencatetan sipil; 

m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Proscdur (SOP) kcgiatan Seksi Pengolahan dan Penyajian Data 
Kcpcndudukan untuk peningkatan kualitas peiayanan publik; 

n, melakaanakan pernarrtauan dan evaluasi pelaksanaan kcgiatau Seksi 
Pcngolaban dan Penyajian Oats Kependudukan dengan cara 
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mengukur pencapaian program kerja yang tclah disusun unruk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

o. mengevaluasi dan menilai prestasi kcrja bawahan bcrdasarkan 
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan datam 
rangka peningks.tan karir, pemherian. penghargaan dan sanksi: 

p. menyusun Japoran pelaksanaan kegiaran kepada pimpinan scbagai 
wujud akuntabilitas clan transparanei pelaksanaan kegiatan; 

q. menyampaikan saran clan pertimbangan kepada pimpman baik Jisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan la near 
serta untuk mcnghindari penyimpangan: dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan 
rugas clan fungsi unit kerjanya. 

c. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 
5.1 Sub Koordinacor Kcrjasame dan lnovasi Pelayanan mernpunyai tugas : 

a. menyusun rcncana dan program kegiatan Seksi Seksi Kerjasama dan 
tnovasi Pclayanan berdasarkan peraturan perurtdartg-urtdangan dan 
hasil evaluasi kegiatan tahun sebclumnya sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan 
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
berjalan efoktif dart efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya 
serta rnemberikan arahan baik secara lisan maupun tcrtulis guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsulrasi dcngan lnstansi terkait baik 
vertlkal maupu.n horisontal untuk mendapatkan informasi, masukan, 
serta dalarn rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaen iugas; 

e. menelaah dan mcngkaji peraruran perundang-undangan sesuai 
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk rnelaksanakan 
kegiatan; 

L meoyiapkan bahan penyusunan pctunjuk tcknis, petunjuk 
pclaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup rugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

g. menyiapkan dan mclakaartakan kerjasama clan inovasi pelaye nan 
administrasi kepe:ndudukan dan pencatatan sipil; 

h. rnelaksanakan analisa dan kajian terkair dengan kerjasama dan 
inovasi pelaye nan kependudukan den pencatatan sipil; 

1. mcnyiapka.n bahan dan menyusun konscp Standar Operasicnal 
Proscdu r (SOP) kegiatan Seksi Kerjaaama dan lnovasi Pclayanau 
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik; 

J, rnelaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiaran Seksi 
1.<erjasama dan Ji1ovasi Pelayanan dengan cam tnengukur penca:paian 
program kcrja yang telah disusun untuk bahan laporan dan 
kebijakan Lindak lru1jutt 

k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasar~an 
sa.saran kerja pegatvai dan perilaku kerja scsuai keten Luan dalam 
rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan da.n sanksl; 
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l. menyu-sun laporan pelaksanaan kegintan kepada plrnpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegtatan: 

m, menyampaikan saran den pertimbangan kepada pimpinan baik lisan 
maupun tertulis berdasarken kajian agar kegiatan bcrjalan lancar 
serta untuk menghindari penyimpange.n; dan 

n, melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan se suai dengan 
rugas dan rungsi unit kerjanya, 

5.2 Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 
mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pcmanfaatan Data 

dan Dokumen Kependudukan berdasarkan pcraturan penmdang 
undangan dan hasil evaluasi kegiaten tahun sebelumnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. rnenjabarkan per-intab plmpinan mela.Ju.i pengkajian permasalnhan 
dan peraruran perundang-undangan agar pelaksanaan rugas 
berjslan efektif dan efisien; 

c. mernbagi tugas bawahan sesuai dcngan jabatan dan kompetenstuya 
serta memberik.an arahan baik secara lisan rnaupun tertulis guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 
vertikal maupun horisontal untuk mendapatkan informasi, masukan, 
serta dalarn rangka sinkronisaai dan harmonisasi pclakeanaan tugas; 

e. rnenelaah dan mengke]i peraturan perundang .. undangan sesuai 
tingkup rugasnya sebagai baban atau pedoman untuk melaksanakan 
kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunsn petunjuk teknis, petunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

g. melaksanakan kerjasama pemanfaaean data dan dokumen 
kependudukan; 

h. rnelaksanakan pcmbinean pemanfaatan data clan dokumen 
kependudukan: 

L mernberikan pelayanan kcpada masyara kat/ pihak lain mengcnai 
mformasi arsip/register kependudukan dan pencatatan sipil: 

J· metaksanakan pclaya.nan admlnistrasi dun legalisasi kependudukan 
dan pencatatan sipil: 

k. menyiapkan bahan dan mcnyusun konsep Standa.r Operaslonal 
Prosedur (SOP) kcgiatan Sek.si Pernanfaatan Darn clan Dokumen 
Kepencludukan untuk pcningkatan kualitas pelayanan publik; 

l. melaksanakan pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi 
Pernanfaatan Data dan Dokumen Kepcndudukan dengan care 
mengukur pcncapaian program kerja yang Lelah disusun untuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdesarkan 
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai keternuan dalam 
rangka peningkatan karir, pemberian pengha.rgaan dan sa.nksi; 

r\. mcnyusun Iaporon pe1aksanaan kegiat..ao kepada pimptnan sebaiga.i 
wujud akuntabilitas dan Lransparnnsi pclaksanaan kcgiaLan: 
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o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan 
rnaupun tertuus berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar 
serta untuk menghindari penyimpangan: don 

p. melaksanakan rugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dcngan 
tugas dan Iungsi unit kerjanya. 
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